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ABSTRAK 

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor utama penyebab fenomena korupsi di 

Indonesia yang semakin meningkat dan bagaimana pandangan sistem ekonomi Islam. 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan kajian pustaka dari 

beberapa sumber, seperti: media massa-media massa nasional, buku-buku di 

perpustakaan, artikel-artikel yang sudah publish di jurnal-jurnal OJS, dan pelajaran dari 

QS. Ali Imron ayat 161 sebagai sumber utama. Setelah informasi terkumpul dan dianalisis 

menghasilkan temuan bahwa penyebab utama fenomena korupsi di Indonesia adalah 

digunakannya kapitalisme sebagai aturan perekonomian Indonesia dan perilaku ini 

dalam pandangan sistem ekonomi Islam disebut ghuluul yaitu kecurangan penguasa atau 

pejabat negara dalam mendapatkan harta tidak sah. Sistem ekonomi Islam menerapkan 
sanksi kepada pelaku ghuluul ini dengan ta’ziir.  

 

Kata Kunci: Fenomena Korupsi, Kapitalisme, Sistem Ekonomi Islam.  

 

 لخيصتال

تهدف هذه المقالة إلى معرفة العوامل الرئيسية المسببة لظاهرة الفساد المتزايدة في إندونيسيا 

وكيفية نظرة النظام الاقتصادي الإسلامي. الطريقة المستخدمة لجمع المعلومات من خلال 

، والمقالات طنية ، والكتب في المكتباتالو ، مثل: وسائل الإعلاممراجعة الأدبيات من عدة مصادر

كمصدر   161ن الآية  اعمر   لالقرآن سورة آ   ، والدروس المستفادة منOJS  التي تم نشرها في مجلات

رئيسي. بعد جمع المعلومات وتحليلها ، نتج عنها نتائج مفادها أن السبب الرئيسي لظاهرة الفساد 

د الإندونيسي وهذا السلوك من وجهة نظر في إندونيسيا هو استخدام الرأسمالية كقاعدة للاقتصا

النظام الاقتصادي الإسلامي يسمى غلول ، أي احتيال الحكام أو مسؤولي الدولة في الحصول 

على ممتلكات غير مشروعة. يفرض النظام الاقتصادي الإسلامي عقوبات على مرتكبي هذه الغلول 

 .بالتعزير

 

 الإسلاميفي  ، النظام الاقتصادي ظاهرة الفساد، الرأسمالية الكلمات المفتاحية: 
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PENDAHULUAN 

Akhir-akhir ini, berita korupsi di Indonesia dari media masa-media masa nasional 

tampak semakin ramai. Kompas (1/4/2024) memberitakan korupsi tata kelola timah 

selama 2015-2022 sampai ditetapkan 16 tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus 

ini, bahkan menurut penghitungan ahli lingkungan IPB University Bambang Hero Saharjo, 

dalam kasus ini negara mengalami kerugian fantastis sekitar Rp 271 triliun. Berita 

korupsi yang lainnya dari kpk.go.id (20/5/2024), catatan KPK terkait kasus korupsi 

infrastruktur dari kontrak 100 persen, ternyata nilai riilnya hanya 50 persen, dan sisanya 

menjadi bancakan koruptor dalam proyek tersebut. KPK juga mencatat pelaku korupsi 

melibatkan anggota DPR dan DPRD, kalangan swasta dan pejabat eselon I-IV, bahkan 

kepala daerah, dan walikota/bupati. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan 

kalau tren korupsi di pemerintah desa meningkat sejak ada dana desa yang digelontorkan 

pemerintah dari tahun 2015 sampai enam tahun kemudian, dari 17 kasus sapai 155 

kasus. Aktor korupsi bahkan juga melibatkan beberapa penegak hukum dari hakim, jaksa, 

kepolisian, dan bahkan pimpinan KPK sendiri (kpk.go.id, 21/8/2023). 

Korupsi adalah kejahatan, pelakunya disebut penjahat. Kajian fikih jinayat 

menempatkan pelaku korupsi wajib mendapat sanksi ta’zir (Aziz, 2017). Posisi korupsi 

bahkan menjadi public enemy, sebuah tindak kejahatan yang menakutkan dan 

mengalahkan semua kejahatan yang lain (Syamsuri, 2011). Ilmi (2011) dalam tulisannya 

tentang korupsi bahkan menempatkan sebagai extra-ordinary crimes (kejahatan yang 

sangat luar biasa). Kejahatan korupsi ini terjadi akibat sistem kapitalisme diterapkan di 

Indonesia. Kapitalisme mengajarkan kerakusan sebagai inspirasi produktivitas 

menyebabkan seseorang mengambil jalan pintas untuk mengumpulkan harta di 

antaranya dengan korupsi. Kejahatan korupsi menjadikan sulit memutus benang rantai 

lingkaran kemiskinan (Utomo, 2023). 

Paparan di atas menegaskan pentingnya mengetahui faktor utama penyebab 

fenomena korupsi di Indonesia, bagaimana pandangan sistem ekonomi Islam dari aspek 

terminologinya, dan bagaimana strategi penanggulangannya sehingga kejahatan ini tidak 

terjadi bahkan bisa dibasmi sampai pada akarnya. Kajian ini memiliki relefansi dengan 

dakwah ekonomi Islam sebagai jalan alternatif untuk menuju kehidupan masyarakat yang 

diberkahi oleh Allah SWT.  
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METODE 

Metode artikel ini menggunakan kajian pustaka (library research) dengan pendekatan 

fenomenologis, normatif, dan deskriptif. Narasi artikel diungkapkan dengan model 

kualitatif dari berbagai sumber informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Beberapa 

sumber informasi yang digunakan, seperti: media massa-media massa nasional, buku-

buku di perpustakaan, artikel-artikel yang sudah publish di jurnal-jurnal OJS, dan 

pelajaran dari QS. Ali Imron ayat 161 dan hadits Nabi SAW sebagai sumber utama. Setelah 

informasi terkumpul, kemudian diklasifikasi atau dikategorikan dalam clusternya 

masing-masing, kemudian didisplay dalam bentuk sub topik agar artikel ini sistematis, 

kemudian ditemukan kesimpulan yang selanjutnya disajikan dalam artikel ini. 

 

HASIL DAN DISKUSI 

Istilah atau terminologi Islam tentang korupsi yang paling dekat adalah ghuluul, 

sebagaimana firman Allah SWT di QS. Ali Imran ayat 161 berikut ini: 

ٍّ انَْ يَّغُلَّ  ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍّ مَّا   ۗ   يَوْمَ الْقِيمَٰةِ  غَلَّ يأَتِْ بِمَا  يَّغْلُلْ وَمَنْ  ۗ   وَمَا كاَنَ لِنَبِي 

 كَسَبتَْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ 

Artinya: "Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan 

perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa 

apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna 

sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi." 

 

Pelajaran dari QS. Ali Imron ayat 161 di atas dengan mengumpulkan informasi-

informasi terkait dengan topik ini, kemudian dianalisis menghasilkan temuan bahwa 

penyebab utama fenomena korupsi di Indonesia adalah digunakannya kapitalisme 

sebagai sistem perekonomian di Indonesia. Perilaku korupsi dalam pandangan sistem 

ekonomi Islam disebut ghuluul, suht, sarq, hirabah, dan sebagainya. Terminologi yang 

paling dekat sebagaimana di ayat di atas adalah ghuluul yaitu kecurangan atau 

pengkhianatan penguasa atau pejabat negara dalam mendapatkan harta tidak sah. Sistem 

ekonomi Islam menerapkan sanksi kepada pelaku ghuluul ini dengan ta’ziir yang 

membuat pelakunya jera dan tindak kejahatan ini tidak terulang olehnya bahkan juga 

tidak dicontoh oleh orang lain (falsafah zawajir). 

https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/JAHE


 

112 
 

JAHE: Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi  RIWAYAT ARTIKEL: 
https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/JAHE  Diterima tanggal : 19 April 2024 
Penerbit Pesantren Hamfara Yogyakarta  Disetujui tanggal : 25 April 2024 
Vol. 2, No. 2, April-Juli 2024, Hal. 109-116  Diterbitkan tanggal : 14 Mei 2024 

 

Kapitalisme Melahirkan Perilaku Korup 

Kapitalisme mengajarkan nilai-nilai yang berorientasi hanya kepada materialisme belaka 

(Kambali, 2020; Khaer, 2019; Mahri, 2021; Su’aidi, 2012; Supriyanto, 2009). Nilai-nilai ini 

bisa menjadi faktor utama penyebab korupsi karena landasan berpikir dari kapitalisme 

adalah sekulerisme yang berkiblat ke Barat dengan budaya kebebasan yang tidak 

bertanggungjawab dan hedonisme (Abbas, 2015; Abdullah, 2002; Gultom & Tini, 2020; 

Kurniawati, 2019; Setiyowati et al., 2023). Faktor ideologi sekuler ini menjadi akar dari 

lahirnya problem korupsi. Pelaku korupsi tidak memiliki rasa takut kepada Allah SWT 

karena dalam pemahamannya tidak ada hubungan antara agama dengan kehidupan.   

Kapitalisme sekulerisme menjadikan individu-individu penganutnya memiliki 

karakter yang lemah sehingga mudah digoda dengan harta, tanpa mempedulikan halal 

atau haram (Elviandri et al., 2018). Usaha mencari keuntungan yang maksimal oleh 

seseorang menjadikan isi pikirannya hanya harta. Gaji atau insentif yang tidak mencukupi 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga mendorong individu tersebut melakukan 

kecurangan mengambil harta yang tidak sah. Lingkungan kapitalisme juga berpengaruh 

dalam menyebabkan kecurangan ini, misalnya persaingan bebas dan kekuasaan ekonomi 

yang kongkalikong dengan pengusaha bisnis melahirkan oligarki (Globalization & This, 

2015; Hidayat, 2016). Faktor sistem hukum yang lemah tidak tegas, regulasi yang bisa 

dibeli, tebang pilih, serta sanksi bagi koruptor yang tidak menimbulkan efek jera. Penjara 

koruptor seperti kamar hotel berbintang. Apalagi dalam regulasi ini tidak jarang 

perusahaan besar biasanya memiliki pengaruh yang signifikan mengarahkan kebijakan 

pemerintah dengan jalan suap, dan sebagainya (Fadilla & Santoso, 2021; Hariyanto, 2004; 

Ka’bah, 2007; Tofiin, 2013; Waluyo, 2014). 

 

Islam Membasmi Korupsi 

Faktor utama terjadinya korupsi adalah ideologi sekuler yang ada di Indonesia, sehingga 

dalam membasmi korupsi ini yang harus dilakukan adalah menghapuskan ideologi 

sekuler ini dan harus diganti dengan Islam. Islam memandang korupsi sebagai perbuatan 

khianat karena pelakunya menggelapkan harta yang diamanahkan kepadanya (Abdullah, 

2002). Syariat Islam mampu menanggulangi korupsi, baik yang sifatnya pencegahan 

(preventif) maupun penindakan (kuratif).  
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Allah SWT berfirman di QS. al-Anfal [8]: 27 sebagai berikut: 

هَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أمََانَاتِكُمْ وَأنَْتُمْ تَعْلَمُونَ  ذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللَّ  ياَ أيَُّهَا الَّ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-

Nya. Jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah kalian. Padahal kalian tahu.  

 

Amanah yang paling penting adalah amanah kekuasaan, sebagaimana sabda Rasulullah 

Muhammad SAW yang artinya: Pemimpin yang memimpin rakyat adalah pengurus dan dia 

bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari). 

 Ayat dan hadits di atas menekankan pada integritas SDM pengemban amanah 

terutama amanah kekuasaan agar menjalankan tugas-tugasnya secara profesional tahan 

dari godaan harta suap, grativikasi, hadiah, dan sebagainya. Negara wajib melakukan 

pembinaan kepada seluruh aparaturnya. Negara juga wajib memberikan gaji yang cukup 

dan fasilitas yang layak sehingga pegawainya khusyu’ menjalankan tugas tidak berpikir 

mencari sambilan. Islam telah tegas melarang perilaku suap menyuap ini, Rasulullah SAW 

bersabada yang artinya: Siapa saja yang kami angkat untuk satu tugas dan telah kami 

tetapkan pemberian (gaji) untuk dia maka apa yang dia ambil setelah itu adalah harta 

ghuluul (HR Abu Dawud dan al-Hakim). Ada hadits lain mengenai larangan memberikan 

hadiah kepada penguasa, sebagaimana Nabi SAW berkata: “Hadiah yang diberikan kepada 

para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kekufuran” (HR 

Ahmad). Atas dasar penjelasan di atas, maka harta yang diperoleh pejabat, aparat, dan 

penguasa selain pendapatan (gaji) yang telah ditentukan, apapun namanya (gratifikasi, 

fee, hadiah, pungutan, oleh-oleh, dsb), merupakan harta ghuluul dan hukumnya haram. 

Strategi khalifah Umar bin Khaththab yang memerintahkan para pejabatnya 

menghitung kekayaan di awal dan di akhir jabatannya menjadi pelajaran yang sangat 

berharga (Hasibuan et al., 2021; Syihab & Utomo, 2022). Selain itu negara juga wajib 

melakukan pengawasan dibantu oleh kontrol masyarakat. Negara wajib menerapkan 

hukuman untuk koruptor berupa ta’ziir bisa berupa teguran dari hakim (sanksi paling 

ringan), atau penjara, denda, pengumuman di hadapan publik atau media massa sehingga 

membuat malu pelaku, hukuman cambuk, bahkan bisa sampai hukuman mati disesuaikan 

dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan (al-Maliki, 2003). 
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KESIMPULAN 

Setelah melakukan proses ilmiah, tujuan artikel ini didapat dengan diketahuinya faktor 

utama penyebab fenomena korupsi di Indonesia yang semakin meningkat yaitu 

diterapkannya sistem ekonomi Kapitalisme. Tujuan berikutnya juga bisa diketahui bahwa 

pandangan sistem ekonomi Islam tentang perilaku korupsi ini masuk kategori perilaku 

ghuluul sebagaimana pelajaran dari QS. Ali Imron ayat 161. Perilaku ghuluul adalah 

perilaku curang oleh penguasa atau pejabat negara dalam mendapatkan harta tidak sah, 

apapun itu bentuknya (suap, hadiah, korupsi, gratifikasi, fee, pungutan, dan sebagainya). 

Sistem ekonomi Islam menerapkan sanksi kepada pelaku ghuluul ini dengan ta’ziir.  
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